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PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mahmud Alhabsyi, Se, berkedudukan di JI. MT. Haryono No. 34, Kel.
Kadia, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Subair, SH., MH.,
Rianto Halim, SH., MH., Edi Sulkipli, SH dan Eva Lestari,
SH, Para Advokat pada Kantor Hukum SR & Partners yang
beralamat di Jalan Haluoleo Kompleks AR Blok E.73
Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari,
Alamat Email Subairshmh8@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2023 sebagai

Penggugat I;
Lawan:

1. Abdullah Lohy, bertempat tinggal di Jalan Kristina Martatiahu No. 343,
Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Kel. Baruga,
Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai

Tergugat I;

N

Diana Sry Wahyuni Lohy, bertempat tinggal di di Jalan Manggis No. 4,
Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari,
Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara, sebagai Tergugat Il;
3. Abd. Manaf Ferdinand Lohy, bertempat tinggal di dijalan Kristina
Martiahu, Kel. Baruga Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
Kel. Baruga, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,
sebagai Tergugat IlI;
4. H. Hujurat Lohy, St. Mt, bertempat tinggal di tinggal dahulu di Jalan
Manggis Sekarang di Citra Land, Kelurahan Andounohu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Kel. Anduonohu,
Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai
Tergugat 1V;
5. Martha Carolina Lohy, bertempat tinggal di diJalan Anawai No. 2,
Kelurahan Anawai Kec. Wua- wua, Kota Kendari, Kel.
Anawai, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,

sebagai Tergugat V;
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6. Lukman Lohy, bertempat tinggal di diJalan Anawai No. 4, Kelurahan

Anawai Kec. Wua- wua, Kota Kendari;, Kel. Anawai,
Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai
Tergugat VI;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, bertempat tinggal di
dijalan H.E.A Mokodompit, kel. Lalolara, Kec. Kamu,
Kota Kendari, Kel. Lalolara, Kambu, Kota Kendari,

Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Tergugat VI;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadian Negeri Kendari Nomor
45/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah pula membaca penetapan Hakim Pengadian Negeri Kendari
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 30 Maret 2023, tentang penetapan hari
sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pihak
Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir di Persidangan
atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo belum dibacakannya Surat
Gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada
hari Kamis tanggal 06 April 2023, dengan acara sidang pertama, Kuasa
Penggugat telah menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim, Surat
perihal Pencabutan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 6
April 2023, yang isinya pada pokoknya Penggugat dalam hal ini menyatakan
dengan jelas dan tegas telah mencabut gugatannya dengan alasan untuk
memperbaiki gugatan dan adanya pihak yang digugat sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara Nomor
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi, diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat dalam
perkara ini belum mengajukan jawaban sehingga dipandang pemeriksaan perkara
ini belum berlangsung dan Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh
Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan gugatan
diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat maka
dengan demikian Pencabutan gugatan perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi
dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan

tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Negeri Kendari untuk mencoret perkara gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi
dalam Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus
dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang
besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts

Vordering (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi;

2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 30 Maret 2023,
dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk
mencoret Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi dalam Register
Perkara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat
ini diperhitungkan sebesar Rp 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 06 Aprii 2023 oleh
Dr. | Made Sukanada, SH., MH., selaku Ketua Majelis, Frans W.S.
Pangemanan, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH, masing-masing selaku Hakim
Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota dengan dibantu oleh Darwis, SH., Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Kendari dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat dan

Turut Tergugat.
Hakim Anggota, Hakim Ketua
Frans W.S. Pangemanan, SH., MH. Dr. | Made Sukanada, SH., MH.

Nursinah, SH., MH.
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Panitera Pengganti,

Darwis, SH.
Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 900.000,-
4. Biaya PNBP panggilan : Rp. 70.000,-
5. PNBP permohonan pencabutan gugatan : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu ribu
rupiah);
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